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Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan 
Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  





Andi Kusumawati  
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh denda, kesadaran wajib 
pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara. Data Penelitian ini 
diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapa dokumentasi. Model analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan untuk dipilih menjadi anggota 
sampel. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan SPSS 20 menunjukkan 
bahwa hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) membuktikan bahwa variabel 
denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi, dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
 
Kata kunci: Denda, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kondisi 








The Effect Penalties, Taxpayer Awareness, Quality Service Tax Authorities, 
and Financial Condition of the Individual Taxpayer Compliance 





Andi Kusumawati  
 
 
This study aims to determine the effect of fines, taxpayer awareness, quality of 
service tax authorities, and the financial condition of the individual  taxpayer 
compliance in the KPP Pratama North Makassar. The research data obtained 
from the questionnaire (primary) and some documentation. Model analysis of the 
data used in this study is the multiple linear regression analysis. Sampling was 
done by the method of random sampling is a sampling technique in which all 
individuals in the population either individually or jointly given the opportunity to 
be elected as members of the sample. Based on the results of data analys is 
using SPSS 20 shows that the partial results of hypothesis testing (t-test) proves 
that fine variable does not affect the individual taxpayer compliance. Taxpayer 
awareness positive effect on individual tax compliance, tax authorities service 
quality has a positive effect on an individual taxpayer compliance, and positive 
effect on the financial condition of individual taxpayer compliance. 
Keywords: Penalties, taxpayer awareness, quality service tax authorities, 
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1.1  Latar Belakang Masalah 
       Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang 
adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga 
masyarakat. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang 
yang melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional 
adalah pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan 
berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia 
secara adil dan merata. Agar tujuan tersebut tercapai maka dibutuhkan dana 
yang sangat besar untuk membiayai kelangsungan pembangunan dan salah satu 
dana tersebut berasal dari penerimaan pajak.  
Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan mendapatkan 
penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat 
guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional  dan ekonomi 
masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur 
keberhasilan  dalam penerimaan negara dari pajak adalah tax ratio, yaitu 
perbandingan jumlah pajak yang diperoleh atau dikumpulkan pemerintah dengan 
jumlah pendapatan domestik bruto dalam satu tahun fiskal. Semakin besar tax 
ratio mengindikasikan semakin besar porsi penerimaan pajak dalam APBN. 





Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan  
terbesar negara. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak  terus mengalami 
peningkatan dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Dalam data 
pokok APBN 2006-2012 penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Dalam 
tiga tahun terakhir, untuk tahun 2010 penerimaan negara sebesar Rp. 992.248,5 
milliar. Dari penerimaan tersebut Rp. 723.306,7 milliar berasal dari penerimaan 
perpajakan. Pada tahun 2011 penerimaan perpajakan sebesar Rp. 878. 685,2 
milliar naik sebesar Rp. 155.378,5 milliar dari tahun 2010. Dan pada tahun 2012 
penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.032.570,2 milliar naik sebesar Rp. 153.885 
milliar dari tahun 2011. (http//: www.anggaran.depkeu.go.id). Melihat hal tersebut 
maka pajak merupakan sektor yang sangat vital dalam rangka mensukseskan 
pembangunan.        
 Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah 
mengalami perubahan yang signifikan yaitu official assessment system menjadi 
self assessment system. Menurut Mardiasmo (2011:7) self assessment system 
adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib 
pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini 
mengandung pengertian bahwa wajib pajak menghitung, memperhitungkan, 
membayar, dan melaporkan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan 
tepat waktu. Self assessment system memungkinkan adanya wajib pajak yang 
tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat dari kelalaian, kesengajaan 
atau mungkin ketidaktahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. 
Agar self assessment system ini berjalan dengan efektif maka sudah selayaknya 
kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan 
pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 





 Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal menyampaikan SPT Tahunan ke 
Kantor Pelayanan Pajak menurut data Direktorat Jendral Pajak menunjukkan 
bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak 
membayar pajak, tetapi dari jumlah tersebut hanya 8,5 juta orang yang 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sektor wajib pajak badan, yang 
tercatat Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22,6 juta badan usaha baik yang 
berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang 
membayar pajak.        
 Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah. Kepatuhan wajib 
pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban 
perpajakannya dari segi formal dan materil. Misalnya kepatuhan dalam  hal 
waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar  pajak secara penuh, tapi 
jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut dianggap tidak 
patuh. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan WP dalam 
mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan 
(SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan (Santi, 2012).  
Di kota Makassar, khususnya untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Utara, realisasi penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai 2012 cenderung 
menurun dari penerimaan yang ditargetkan. Pada tabel 1.1 dibawah ini dapat 














     Tingkat Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Utara tahun 2010-2012 
Periode Rencana penerimaan Realisasi Pencapaian 
2010 608.242.817.428 660.245.855.743 108,55% 
2011 864.133.653.101 839.135.562.069 97% 
2012 639.118.529.456 560.820.959.480 88% 
`      sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara 
       Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase pencapaian 
terhadap target makin menurun dari tahun ke tahun, padahal beban yang 
ditargetkan makin meningkat. Hal ini berhubungan erat dengan kepatuhan wajib 
pajak dalam memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan semakin menurun.
 Untuk wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara,hingga 
tahun 2012 terdapat sebanyak 89.960 wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang 
terdaftar, namun hanya 47.843 WP OP yang menyampaikan SPT, hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama hanya 53% dari 
jumlah wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat 
bahwa ternyata tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Makassar Utara 
ternyata makin menurun dari tahun ke tahun. Pada Tabel 1.2 berikut ini dapat 
dilihat tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Makassar Utara dari tahun 
2010 – 2012. 
Tabel 1.2 
Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama makassar 
utara periode 2010-2012 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara 
 
 
Periode Wp Terdaftar SPT  Yang Diterima Persentase 
2010 78.106 25.513 33% 
2011 79.476 25.663 32% 





        Berdasarkan Tabel 1.2. diatas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 
hingga tahun 2011, tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Makassar utara 
senantiasa menurun dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 dari 32% naik 
menjadi 53%.  Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-
faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
KPP Pratama Makassar Utara. 
Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan 
dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa 
pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional 
serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota 
masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban 
perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi 
salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. 
 Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, seperti pelaksanaan sanksi 
perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur 
dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan berupa 
denda. Denda diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. 
Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para 
wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya perpajakannya bila 
memandang bahwa sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin 
banyak sisa tunggakan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak maka semakin 
berat wajib pajak untuk melunasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) 
menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan 





Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan 
adalah perihal pajak. Maka kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui 
atau mengerti perihal pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Kesadaran 
wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat 
diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Arum, 2012). Penelitian 
yang dilakukan oleh Santi (2012) menemukan bahwa kesadaran perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan 
oleh Arum (2012) menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak  orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh 
Dewinta (2012) juga menemukan bahwa kesadaran perpajakan  berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.    
    
Pelayanan fiskus juga merupakan hal penting dalam menggali penerimaan 
negara dimana fiskus seharusnya melayani para wajib pajak dengan jujur, 
profesional dan bertanggung jawab tetapi faktanya para fiskus tidak semuanya 
bersih dan ada juga yang nakal dalam arti sering menyalahgunakan 
kewenangannya untuk memanipulasi data yang terkait dengan SPT wajib pajak 
seperti contoh kasus Gayus Tambunan pada tahun 2011 dan kasus Dhana 
Widyatmika pada tahun 2012. Dengan adanya kasus tersebut maka wajib pajak 
merasa bahwa uang hasil pajak yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan 
benar dan jujur. Oleh karena itu, kualitas pelayanan fiskus sangat dapat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Arum (2012) 
disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh 
aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi 





informasi perpajakan termasuk  dalam pelayanan perpajakan tersebut. Penelitian 
yang dilakukan oleh Aryobimo (2012) juga menemukan bahwa kualitas 
pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Selain itu, dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak juga harus 
memperhatikan kondisi keuangan yang dimilikinya. Apabila penghasilan yang 
diterima telah memenuhi penghasilan kena pajak (PKP), maka wajib pajak 
diharuskan untuk membayar pajak dan wajib untuk melaporkan pajak 
penghasilan yang diterima wajib pajak ke kantor pajak. Wajib pajak juga harus 
dihadapkan oleh risiko yang harus dipertimbangkan ketika wajib pajak akan 
melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Risiko yang dipertimbangkan 
antara lain risiko kesehatan, risiko sosial, risiko keuangan, risiko karir wajib pajak 
dan risiko keselamatan.Aryobimo (2012) melakukan penelitian mengenai 
pengaruh persepsi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak 
dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel 
moderating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang kualitas 
pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi, sedangkan kondisi keuangan wajib pajak sebagai 
variabel moderasi berpengaruh positif. 
 Beberapa penelitian diatas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk 
melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan 
dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain  lokasi 
penelitian dan variabel penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi dari 
penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) yang menggunakan sanksi denda, 
kesadaran perpajakan, dan pelayanan fiskus sebagai variabel bebas. Untuk 
membedakan dengan penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan pengaruh 





Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “ Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas 
Pelayanan Fiskus dan Kondisi Keuanganterhadap KepatuhanWajib Pajak 
Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah pengenaan denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara? 
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara? 
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara? 
4. Apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar 
Utara? 
5. Apakah keempat variabel  tersebut berpengaruh secara simultan 




1.3 Tujuan Penelitian 
       Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh denda terhadap kepatuhan wajib 





2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama 
Makassar Utara. 
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama 
Makassar Utara. 
4. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan wajib pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 
Makassar Utara. 
5. Untuk mengetahui pengaruh keempat variabel secara simultan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 
antara lain: 
1. Bagi Peneliti 
Diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai 
perpajakan  khususnya mengenai kepatuhan pajak. 
2. Bagi Instansi/ Kantor Pajak 
Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan 
penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan 
perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran 
perpajakan, denda, kualitas pelayanan fiskus dan kondisi 






3. Bagi Pembaca 
Diharapkan dapat menambah bacaan serta dapat dijadikan bahan 
perbandingan dari penelitian yang telah ada dan dapat dijadikan 
sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
       Dalam penulisan skripsi ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab 
diantaranya: 
BAB I. PENDAHULUAN 
Dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah yang diteliti, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan skripsi. 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan dalam menunjang 
penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang 
telah dirumuskan dalam penelitian ini. 
BAB III. METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisikan rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi, 
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel 
penelitian dan defenisi operasional, instrumen penelitian, teknik analisis 
data dan uji hipotesis. 
BAB IV. HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi dan gambaran secara 
umum atas objek penelitian serta membahas dan menganalisis data-data 
yang didapat dari hasil perhitungan dan pengolahan dengan analisis 






BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-



















2.1  Dasar-Dasar Perpajakan 
2.1.1Pengertian Pajak 
Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang 
perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun  pada dasarnya 
dalam defenisi tersebut semuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama. 
Defenisi pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 
Tentang Perpajakan adalah sebagai berikut: 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) menyatakan: 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. 
Beaulie dalam Judisseno ( 2005:13) menyatakan bahwa: 
“Pajak adalah  kontribusi langsung maupun tidak langsung yang 
pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap 








Feldmann dalam Judisseno (2005:13) menyatakan bahwa: 
“Pajak adalah utang, prestasi kepada pemerintah yang dapat dipaksakan 
berdasarkan norma-norma umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan yang 
digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah”. 
Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1. Iuran dari rakyat kepada negara 
2. Berdasarkan undang-undang 
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 
langsung dapat ditunjuk 
4. Digunakan untuk  membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 
2.1.2 Fungsi Pajak 
       Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi 
pajak ada dua (Mardiasmo, 2011: 1) yaitu: 
1. Fungsi  penerimaan (budgetair) 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi mengatur ( regulerend ) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijaksanaan 






2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak  
       Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan 
maka diperlukan syarat-syarat dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan 
pajak ada lima syarat yang harus diperhatikan (Mardiasmo, 2011:2 ) yaitu: 
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya. 
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) 
Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat. 
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 







2.1.4 Pengelompokan Pajak 
       Pembagian pajak menurut Mardiasmo (2011:5) dapat digolongkan menurut 
golongannya, sifat, dan  lembaga pemungutnya. Lebih rincinya adalah sebagai 
berikut: 
1. Menurut golongannya 
a) Pajak langsung adalah  pajak yang harus dipikul sendiri oleh 
wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 
kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh) 
b) Pajak tidak langsung adalah yaitu pajak yang pada akhirnya 
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contohnya: pajak pertambahan nilai ( PPN). 
2. Menurut sifatnya 
a)  Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau 
berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan 
keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan 
b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, 
tanpa memperhatikan keadaan sendiri wajib pajak. Contoh: 
PPN dan PPnBM. 
3. Menurut lembaga pemungutnya 
a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara 
b) Pajak daerah adalah yaitu pajak yang dipungut oleh 







2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak 
       Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:4) hukum pajak mempunyai 
kedudukan diantara hukum-hukum. Hukum pajak tersebut ada dua yaitu: 
1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu 
dengan individu lainnya 
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan 
rakyatnya. Hukum ini terdiri dari: 
a) Hukum tata negara 
b) Hukum tata usaha 
c) Hukum pajak 
d) Hukum pidana. 
 
 
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak 
       Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas 
pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Menurut Mardiasmo 
(2011:7) ada tiga asas pemungutan pajak antara lain: 
1. Asas domisili (asas tempat tinggal) 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 
wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya , baik 
penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. 
Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri 
2. Asas sumber  
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 






3. Asas kebangsaan 
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu 
negara. 
 
2.1.7 Stelsel Pemungutan Pajak 
       Menurut Mardiasmo (2011:6) pemungutan pajak dapat dilakukan 
berdasarkan tiga stelsel. Ketiga stelsel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Stelsel nyata 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 
nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada 
akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya 
diketahui. 
2. Stelsel anggapan 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 
oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun 
dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal 
tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang 
terutang untuk tahun pajak berjalan. 
3. Stelsel campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel  
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 
berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun 








2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak 
       Sistem pemungutan pajak di Indonesia tidak hanya dipungut oleh 
pemerintah tapi bisa juga dipungut oleh wajib pajak.  Sistem pemungutan pajak 
dapat dibagi menjadi tiga (Mardiasmo, 2011: 7) yaitu: 
1. Official assessment system 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh wajib pajak. 
Ciri-cirinya: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 
ada pada fiskus 
2) Wajib pajak bersifat pasif 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan 
pajak oleh fiskus. 
2. Self assessment system 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. 
Ciri-cirinya: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 
ada pada wajib pajak sendiri 
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang 





3. With holding system 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
wajib pajak. 
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang 
terutang ada pada pihak ketiga. 
 
2.1.9 Teori Pendukung Pemungutan Pajak  
       Menurut Mardiasmo (2011:3) beberapa  teori yang menjelaskan atau 
memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. 
Teori-teori tersebut antara lain: 
1. Teori asumsi  
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 
rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang 
diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh 
jaminan perlindungan tersebut. 
2. Teori kepentingan 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 
kepentingan (misalnya perlidungan ) masing-masing orang. 
Semaki besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin 
tinggi pula pajak yang harus dibayar. 
3. Teori daya pikul 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya 





orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua 
pendekatan yaitu: 
1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau 
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang 
2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya  
kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. 
4. Teori bakti 
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 
dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat 
harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai 
suatu kewajiban. 
5. Teori asas daya beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungut pajak. Maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga 
masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara 
akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk 
pemeliharaan kesejahteraan masyarak. 
 
2.1.10 Pembagian Hukum Pajak 
       Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak 
dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua hukum pajak (Mardiasmo,2011: 5) 
yaitu: 
1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan 
keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek 





dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang 
pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. 
Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan 
hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak 
materiil). Hukum ini memuat antara lain: 
1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu 
utang pajak. 
2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap 
para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan 
peristiwa yang menimbulkan utang pajak. 
3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan 
pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak wajib pajak 
misalnya mengajukan keberatan dan banding. 
 
2.1.11 Hambatan Pemungutan Pajak 
       Pemungutan pajak seringkali kurang efektif karena adanya hambatan-
hambatan yang ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hambatan terhadap 
pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2011:8) yaitu: 
1. Perlawanan pasif 
Masyarakat enggan ( pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan 
antara lain: 





b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami 
masyarakat. 
c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan 
dengan baik 
2. Perlawanan aktif 
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari 
pajak. Bentuknya antara lain: 
a) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan 
tidak melanggar undang-undang. 
b) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 
 
2.1.12 Utang Pajak 
2.1.12.1 Timbulnya Utang Pajak 
Pengertian utang pajak menurut pasal 1 angka 8 dalam UU Penagihan 
Pajakadalahsebagai berikut:“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar 
termasuksanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum 
dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”.Menurut Mardiasmo (2011:8) ada dua ajaran yang mengatur 
timbulnya utang pajak antara lain: 
1) Ajaran formil 
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. Ajaran ini terapkan pada official assessment system. 





Utang pajak timbul karena berlakunya undang – undang. Seseorang 
dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini 
diterapkan pada self assessment system. 
 
2.1.12.2  Berakhirnya Utang Pajak 
       Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal (Suandy, 




4) Pembebasan dan penghapusan 
 
2.1.13 Tarif Pajak 
   Mardiasmo (2011:9) mengemukakan empat macam tarif pajak. Keempat tarif 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tarif sebanding/proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, 
terdapat berapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 
yang terutang proporsional trhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 
2. Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap 
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 
terutang tetap. 
3. Tarif progresif yaitu tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 





Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang 
pribadi dalam negeri 
Tabel 2.1. Tarif Pajak 
Lapisan penghasilan kena pajak 
Tarif pajak 
Sampai dengan Rp.50.000.000,00 
5% 
diatas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000 
15 % 
diatas Rp.250.000.000 s.d 500.000.000 
25 % 
diatas Rp. 500.000.000 
30% 
  
4. Tarif degresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil  bila 
jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
 
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak 
2.2.1   Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 
       Banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak karena merasa ragu 
apakah pembayaran pajaknya sampai ke kas negara. Pemahaman pemerintah 
terhadap terhadap partisipasi rakyat belumlah lengkap karena partisipasi rakyat 
yang sesungguhnya adalah pelibatan rakyat dalam proses penentuan anggaran 
belanja negara sehingga rakyat mengerti fungsi dan manfaat pajak yang 
dibayarnya.        
 Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Zain dalam Wijoyanti 
(2010:40) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran 
pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib 
pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan 





jelas, menghitung  jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar 
pajak tepat pada waktunya. Sedangkan Menurut Gunardi (Harinurdin,2009:2) 
kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi 
kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai 
dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi 
seksama, peringatan ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun 
administrasi. Pendapat lain tentang kepatuhan pajak adalah Kiryanto 
(Jatmiko,2006:17) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah: 
1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan  
2. Mengisi formulir pajak dengan benar 
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar 
4. Membayar pajak tepat pada waktunya. 
Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil: 
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 
perpajakan. 
2. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 
substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material 
perpajakan, yakni sesuai undang-undang.  
 
2.2.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh 
Istilah wajib pajak patuh sudah resmi digunakan dalam undang-undang 
perpajakan 2000. Setelah lebih dari lima tahun absen, direktorat jendral kembali 





diberikan kepada wajib pajak besar yaitu wajib pajak yang secara nominal 
membayar pajak  terbesar, baik untuk kategori orang pribadi maupun badan. 
Tapi kini penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak patuh yaitu wajib 
pajak yang memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan (Wijoyanti,2010:41).
 Penghargaan kepada wajib pajak besar dihentikan karena banyak yang 
kritik bahwa penghargaan yang diberikan kepada pembayar pajak terbesar 
belum tentu benar dalam memenuhi keajiban perpajakannya. Penghargaan 
seharusnya diberikan kepada wajib pajak yang patuh, bukan berdasarkan nilai 
yang dibayarkannya.        
 Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 
74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut: 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan 
pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak 
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 
keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 
(tiga) tahun berturut-turut  
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
       Direktorat Jenderal Pajak menetapkan wajib pajak yang memenuhi kriteria 
sebagai wajib pajak patuh setiap bulan januari. Bagi wajib pajak berwenang 
secara jabatan untuk menetapkan status wajib pajak patuh tanpa permohonan 
wajib pajak sepanjang wajib pajak orang pribadi tersebut memenuhi persyaratan 
nomor satu sampai dengan nomor enam di atas. Wajib pajak patuh berlaku untuk 








2.2.3 Pencabutan Wajib Pajak Patuh 
Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah 
mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal 
memenuhi kriteria pembatalan yaitu: 
1. Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan 
tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 
2. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis 
pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut 
3. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis 
pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau 
4. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. 
2.3 Sanksi Perpajakan 
       Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ 
dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah 
(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 
2011:59). Salah satu sanksi perpajakan adalah sanksi berupa denda. 
2.3.1 Sanksi Denda 
       Pengertian sanksi  denda menurut Devano dan Rahayu dalam Pakpahan 
(2013), denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran 
yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sedangkan Sanksi berupa denda 
menurut S.R, Soemarsodalam Pakpahan (2013) dalam bukunya Perpajakan 
Pendekatan Komprenensif adalah Sanksi Denda juga dapat muncul oleh karena 





pada umumnya, disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban 
perpajakan tertentu. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, 
denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak atas 
kewajiban pelaporannya.  
 
2.3.2Bentuk Pengenaan Denda 
       Menurut Diana dan Llilis dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2009:137) 
apabila surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan maka Direktur Jenderal 
Pajak wajib memberitahu wajib pajak. Apabila surat pemberitahuan tidak 
disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak akan 
dikenai sanksi administrasi berupa denda. Maksud pengenaan sanksi 
administrasi berupa denda adalah untuk kepentingan tertib administrasi 
perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan.   
 Berdasarkasn Ketentuan UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga 
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata 
cara perpajakan. Sanksi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak apabila 
tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
1. Pasal 7 Ayat 1 
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat 
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 4, dikenai sanksi 
administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya, 
dan sebesar Rp1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp100.000,00 untuk Surat 
Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
 
       Maksud dari pasal 3 ayat 3 adalah batas waktu penyampaian surat 





setelah akhir masa pajak. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak 
orang pribadi  paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, atau 
untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah 
akhir tahun pajak.  Sedangkan maksud dari pasal 3 ayat 4 adalah Wajib 
Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur 
Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
2. Pasal 8 Ayat 3 
Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan 
penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib 
Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan 
kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan 
disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang 
beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh 
persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 
 
3. Pasal 14 Ayat 4 
 
Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak 
yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) 
dari Dasar Pengenaan Pajak. 
 
4. Pasal 44b ayat 2 
 
Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajaka sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak 
atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa denda sebesar 4(empat) kali jumlah pajak yang tidak 








Menurut Mardiasmo (2011:59) yang dikenakan sanksi denda apabila wajib 
pajak tidak memenuhi ketentuan antara lain: 
Tabel. 2.2 Bentuk Pengenaan Denda 
No Masalah Cara Membayar/Menagih 
1 Tidak/terlambat 
memasukkan/menyampaikan SPT 
STP ditambah Rp 100.000,- atau 
Rp 500.000,- atau Rp 1.000.000,- 
2 Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau 
SPT masa tetapi belum disidik 
SSP ditambah 150 % 
3 Khusus PPN: 
a) Tidak melaporkan usaha 
b) Tidak membuat/mengisi faktur 
c) Melanggar larangan membuat 




SSP/SPKPB (ditambah 2% 
denda dari dasar pengenaan). 
4 Khusus PBB: 
a) STP,SKPKB tidak/kurang dibayar 
atau terlambat dibayar 




STP+denda 2% ( maksimum 
24bulan). 
SKPKB+denda administrasi dari 
selisih pajak yang terutang. 




2.4Kesadaran Wajib Pajak 
       Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas 
dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut 
Jatmiko dalam Arum (2012) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan 
mengetahui atau mengerti.  Menurut Muliari dan Setiawan dalam Arum (2012), 
kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, 
memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan 
sukarela.  Irianto (2005) dalam  Arum (2012) menguraikan beberapa bentuk 
kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. 
Pertama, kesadaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 
pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar 





Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan 
beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena 
memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak 
berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan 
terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan 
dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar 
karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan 
merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.  
 
2.5  Pelayanan Fiskus 
       Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan 
segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan 
petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak 
dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang 
dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).  
       Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak 
tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang 
terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan dari fiskus lebih banyak menjadi 
seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh 
terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peranan yang lebih dari sekadar 
pemeriksaan, dikemukakan olehPanggabean (Aryobimo,2006). 
       Mendayagunakan SDM aparat pajak/fiskus sangat dibutuhkan guna 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh 
Sutrisno dalam Aryobimo (2012) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik 





dalam arti memiliki keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman 
(experience) dalam hal kebijakan perpajakan. Selain itu, fiskus harus memiliki 
motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. 
 
2.6  Kondisi keuangan wajib pajak 
       Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi 
segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua 
kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier 
berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa 
pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat 
baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak 
luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan 
bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Agustiantono, 2012:28). 
       Di dalam perusahaan, profitabilitas perusahaan (firm profitability) 
telahnterbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan 
dalammematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan 
perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dikemukakan oleh 
Slemlord, Bradley, dan Siahaan (Agustiantono, 2012). Berdasarkan uraian 
tersebut, kondisikeuangan juga dapat berlaku di dalam individu dimana kondisi 
keuangan individudapat dijadikan salah satu variabel prediktor yang dapat 
mempengaruhiketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya 
sesuai denganundang-undang perpajakan untuk melaporkan pajaknya. 
       Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan 






komitmen dan kinerja seseorang dikemukakan oleh Brett, Cron, dan 
Slocum(Aryobimo, 2012). Implikasinya bahwa beban keluarga yang menjadi 
tanggung jawab seseorang mungkin dapat memoderasi komitmen dari 
seseorang untuk melunasi kewajibannya termasuk pembayaran pajak 
penghasilan. Oleh karena itu, kondisi keuangan seseorang mungkin secara 
positif mempengaruhi kemauannya untuk memenuhi ketentuan pajaknya. Torgler 
(2003) dalam Aryobimo (2012) berpendapat bahwa seseorang yang mengalami 
kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan membayar 
kewajibannya termasuk pajak. Bloomqist (2003) dalam Aryobimo (2012) 
mengidentifikasi bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan 
bagi wajib pajak dan berpendapat bahwa wajib pajak orang pribadi yang 
mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran 
pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran 


















2.7  Penelitian Terdahulu 
        Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan oleh beberapa 















fiskus, dan kesadaran 
perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
(studi empiris pada wp 
orang pribadi di kota 
Semarang) 
Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah 
kepatuhan wajib pajak 
sedangkan variabel bebas 
adalah sikap wajib pajak 
pada pelaksanaan denda, 















Wajib Pajak Tentang 
Kualitas Pelayanan 
Fiskus terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
dengan Kondisi 
Keuangan Wajib Pajak 
dan Preferensi Risiko 
Sebagai Variabel 
Moderating (Studi 
Empiris terhadap Wajib 
Pajak Orang Pribadi di 
Kota Semarang) 
Variabel bebas / 
independen yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
persepsi tentang kualitas 
pelayanan fiskus, variabel 
terikat dalam penelitian ini 
adalah kepatuhan wajib 
pajak, sedangkan variabel 
moderating dalam 
penelitian ini adalah 
kondisi keuangan wajib 
pajak dan preferensi risiko. 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 















Pajak Nasional dan 
Kesadaran Perpajakan 
terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak di 
Lingkungan Kantor 
Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
Variabel bebas yang 
digunakan adalah 
pelaksanaan sensus pajak 
nasional dan kesadaran 
perpajakan, sedangkan 
variabel terikat adalah 











4 Santi Anisa 
Analisis Pengaruh 
Kesadaran Perpajakan, 












Sanksi Denda dan 
Sikap 
Fiskus terhadap 
Kepatuhan wajib Pajak 
( Studi Empiris pada 




Lingkungan, Sanksi Denda 
dan Sikap Fiskus. 
Sedangkan variabel terikat 









baik secara parsial 








Wajib Pajak, Pelayanan 
Fiskus, dan Sanksi 
Pajak terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang 
Melakukan Kegiatan 
Usaha dan Pekerjaan 
Bebas  
(Studi di Wilayah KPP 
Pratama Cilacap) 
Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah 
Kesadaran Wajib Pajak, 
Pelayanan Fiskus, dan 
Sanksi Pajak sedangkan 
variabel terikat adalah 








fiskus, dan sanksi 
pajak memiliki 
pengaruh yang 





2.8 Kerangka Penelitian 
       Peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu 
sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self assessment system  
yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang 
memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi 
dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak tidak melaksanakan 
kewajibannya melaporkan surat pemberitahuan  (SPT) pada kantor pelayanan 
pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka 
dibutuhkan sanksi denda, kesadaran wajib pajak, kulitas pelayanan fiskus, dan 
kondisin keuangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian 





pelayanan fiskus, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan dalam bentuk skema 
kerangka pikir sebagai berikut: 
Gambar. 2.1 
Kerangka pemikiran teoritis 
    
   (H1) 
        (H2) 
     (H3)   (H4)  
  
   
2.9  Hipotesispenelitian 
       Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa:. 
H1 : Denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
H3 : Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 






Kepatuhan Wajib Pajak   (Y) 
Kesadaran Wajib Pajak 
(X2) 
 
( Pelayanan Fiskus (X3)         
  
   






3.1  Rancangan Penelitian 
       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel 
penelitian dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Untuk menguji 
dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh denda, Kesadaran wajib pajak, 
kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib 
pajak, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linear 
berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya (Y) dihubungkan /dijelaskan 
lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas 
(x1,x2,x3,.....xn) (Hasan, 2001:269). 
 
3.2  Tempat Penelitian  
        Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Utara Jl. Urip Sumohardjo km 4 Gedung Keuangan Negara 1 Makassar. 
Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 25 juni s/d 20 agustus 2013. 
 
3.3 Populasi Dan Sampel 
       Populasi adalah adalah total objek yang akan dijadikan penelitian. 
Penentuan populasi tergantung dari tujuan penelitian yang dilakukan 
(Yulius,2010:15). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi 





       Sampel adalah sejumlah data yang diambil dari populasi. Pengambilan 
sampel menggunakan metode tertentu agar sampel merepresentasikan populasi 
(Yulius, 2010:16). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random 
sampling yaituteknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi 
baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan untuk dipilih 
menjadi anggota sampel. Random sampling disebut juga dengan pengambilan 
sampel secara acak, yaitu pengambilan sampel tanpa pilih /tanpa pandang bulu . 
Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan saran 
Roscoe (1975) dalam Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa jumlah sampel 
yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30–500. Pada penelitian 
yang menggunakan analisis multivariat (seperti analisis regresi berganda), 
ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar daripada jumlah variabel bebas 
(minimal 10 kali). Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 
variabel sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini minimal 50 
orang. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 75 orang . 
 
 
3.4  Jenis Dan Sumber Data 
       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama 
(Sarwono, 2006:129). Data primer berupa pertanyaan dalam bentuk kuesioner 
yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Data sekunder adalah data yang 
sudah tersedia. Data sekunder berupa literatur, artikel, jurnal, himpunan 
peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan 





pendukung penulisan. Sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi 
yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti KPP. Data sekunder 
dalam penelitian ini berupa jumlah WP OP terdaftar, dan WP OP yang 
menyampaikan SPT periode 2010 – 2012  yang diperoleh dari KPP Pratama 
Makassar Utara. Peneliti memilih periode 2010 – 2012 karena tingkat kepatuhan 
wajib pajak menurun dari tahun 2010 ke tahun 2011 dan mengalami peningkatan 
pada tahun 2012, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
       Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik  
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah: 
1. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan 
jawaban. Dalam penelitian ini pembagian kuesioner dilakukan dengan 
cara mengunjungi rumah wajib pajak satu per satu dari data wajib pajak 
yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara yang dapat dijangkau 
peneliti. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert 
lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan 
angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Skala likert digunakan untuk 
mengukur sikap dalam suatu penelitian (Sarwono, 2006:96). Perinciannya 
adalah sebagai berikut:  
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
Angka 2 = Tidak Setuju (TS)  
Angka 3 = Netral (N)  
Angka 4 = Setuju (S)  





2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa data yang 
diperoleh dari KPP  Pratama Makassar Utara maupun dari perpustakaan. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 
Untuk mengetahui pengaruh denda, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, 
dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka variabel penelitian  
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi denda, kesadaran wajib 
pajak, pelayanan fiskus, dan kondisi keuangan sebagai variabel bebas 
(independent) dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (dependen). 
Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Sanksi denda (X1) 
Sanksi denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap 
pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Variabel ini 
diukur dengan skala likert 5 poin dengan beberapa pertanyaan. 
b. Kesadaran wajib pajak (X2) 
Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak 
mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan 
dengan benar dan sukarela. Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin 
dengan beberapa pertanyaan. 
c. Kualitas pelayanan fiskus (X3) 
Pelayanan fiskus diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, 
mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan 
seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). 







d. Kondisi keuangan (x4) 
Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam 
memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat 
memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, 
sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa 
bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi 
keuangan individu tersebut sangat baik. Variabel ini diukur dengan skala 
likert 5 poin. 
e. Kepatuhan wajib pajak (Y) 
Kepatuahn wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran 
pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana 
wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan 
peraturan perundang–undangan perpajakan, mengiji formulir pajak 
dengan lengkap dan jelas, menghitung  jumlah pajak yang terutang 
dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. 
Pada tabel 3.1 dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
Tabel 3.1 
Definisi operasional variabel 
 
Variabel Notasi * Indikator pertanyaan Pengukuran sumber 
Kepatuhan 












1. Secara umum dapat 
dikatakan bahwa anda 
paham dan berusaha 
memahami UU Perpajakan 
2. Anda selalu mengisi 
formulir pajak dengan 
benar 
3. Anda selalu menghitung 
pajak dengan jumlah yang 
benar 
4. Anda selalu membayar 
pajak tepat pada 
waktunya. 


































1. Anda merasa bahwa 
sudah sepantasnya 
keterlambatan membayar 
pajak tidak diampuni dan 
harus dikenakan denda 
2. Perhitungan pelaksanaan 
sanksi denda bunga 
terhadap WP yang lalai 
membayar pajak dilakukan 
oleh WP yang 
bersangkutan 
3. Sanksi yang diberikan 
kepada wajib pajak harus 
sesuai dengan besar 
kecilnya pelanggaran yang 
sudah dilakukan. 
4. Penerapan sanksi pajak 
harus sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan 
yang berlaku 






















1. Pajak adalah iuran rakyat 
untuk dana pembangunan 
2. Pajak adalah iuran rakyat 
untuk dana pengeluaran 
umum pelaksanaan fungsi  
dan tugas pemerintah 
3. Pajak merupakan sumber 
penerimaan negara paling 
besar 
4. Pajak harus saya bayar 
karena pajak merupakan 
kewajiban kita sebagai 
warga negara 
 
























1. Fiskus telah memberikan 
pelayanan pajak dengan 
baik 
2. Anda merasa bahwa 
penyuluhan yang 
dilakukan oleh Fiskus 
dapat membantu 
pemahaman anda 
mengenai hak dan 
kewajiban anda selaku 
WP 
3. Petugas pajak senantiasa 
memperhatiakn keberatan 
wajib pajak atas pajak 
yang dikenakan 
4. Cara membayar dan 
melunasi pajak adalah 
mudah/efisien 












1. Arus kas keuangan tahun 
pajak terakhir memuaskan 












Keuangan   
3 
2. Anda selalu bayar pajak 
tepat waktu meskipun 
kondisi keuangan sedang 
buruk 
3. Baik buruknya kondisi 
keuangan bukan menjadi 







Sumber: penelitian terdahulu diolah 
Keterangan : * angka dalam notasi tidak menunjukkan peringkat 
 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
Untuk mengetahui kuesioner berkualitas dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 
Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data 
yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Penjelasan kedua uji tersebut 
sebagai berikut: 
 
3.7.1 Uji Validitas 
       Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 
kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau 
pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan 
data (Nursalam dalam Anas, 2012).  Dengan demikian suatu tes atau instrumen 
pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 
menghasilkan data yang relevan dengan tujuan pengukuran dan harus 
memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Selain itu, suatu 
kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pada 
penelitian ini uji validitas yang digunakan  adalah teknik korelasi Product Moment 
dari Pearson  Azwar (1997)  dalam Santi (2012) yaitu mengkorelasikan skor item 





antara r hitung dengan r tabel dimana r hitung lebih besar dari r tabel. Rumus 






r hitung  : koefisien korelasi 
∑X  : jumlah skor item 
∑Y  : jumlah skor total 
N  : jumlah responden 
 
3.7.2 Uji Reabilitas 
       Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 
pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat ukur dipakai dua kali 
untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif 
konsisten, maka alat ukur tersebut reliabel. Pengujian ini dilakukan dengan 
menghitung koefisien cronbach’s alpha dari masing – masing instrumen dalam 
suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai 
cronbach’s alpha lebih dari 0,60 (Ghozali dalam Aryobimo, 2012). 
Jika cronbach’s alpha< 0,6 maka reabiliti dikatakan buruk 
Jika cronbach’s alpha 0,6 – 0,77 maka reabiliti dikatakan cukup 
Jika cronbach’s alpha> 0,8 maka reabiliti dikatakan baik 
 














3.8 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 
Data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis 
denganmenggunakan  uji asumsi klasik dan uji  regresi linear berganda. 
Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan uji t (parsial), uji F (simultan), 
dan uji determinasi. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
3.8.1 Asumsi Klasik  
       Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi 
memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik ini 
terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 
 
3.8.1.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu data 
terdistribusi secara normal atau tidak. Persamaan regersi dikatakan baik 
jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi 
mendekati normal atau normal sama sekali. 
 
3.8.1.2 Uji Heteroskedastisitas 
Heterokedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar 
nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi 
gejala heterokedastisitas akan menimbulkan akibat varians koefisien 
regresi menjadi minimum dan confidence interval melebar sehingga hasil 







3.8.1.3 Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang 
tinggi antara variabel – variabel bebas dalam suatu model regresi linear 
berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel 
bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel 
terikatnya menjadi tergangu. 
 
3.8.2 Uji Regresi Linear Berganda 
       Regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) 
dihubungkan /dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan 
seterusnya variabel bebas (x1,x2,x3,.....xn) (Hasan, 2001:269). Teknik analisis 
regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi 
linear berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh 
masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara 
bersama-sama.Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS. 
Rumus regresi linear berganda  ditunjukkan oleh persamaan: 
Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e 
Dimana: 
Y = Kepatuhan Wajib Pajak 
a = Konstanta 
b1 = Koefisien Denda 
b2 = Koefisien Kesadaran Wajib Pajak 
b3 = Koefisien Pelayanan Fiskus 
b4 = koefisien lingkungan 
X1 = Denda 
X2 = Kesadaran Wajib Pajak 
X3 = Pelayanan Fiskus 
X4 = kondisi keuangan 






3.8.3 Uji Hipotesis 
Hipotesis adalah pernyataan yang didefenisikan dengan baik mengenai 
karakteristik populasi. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji t (parsial), uji F(simultan), dan uji Determinasi. 
 
3.8.3.1 Uji Parsial (t-test)  
Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 
secara individu  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). 
Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini adalah: 
1. Menentukan hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan 
nilai t tabel. 
Jika t hitung > dari t tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima 
Jika t hitung < dari t tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak 
2. Menentukan tingkat signifikansi 
       Tingkat signifikansi menggunakan alpa 5% (0,05). Signifikansi 5% 
artinya penelitian ini menentukan resiko kesalahan dalam mengambil 
keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-
banyaknya 5% dan besar mengambil keputusan sedikitnya 95% ( tingkat 
kepercayaan). 
Jika probabilitas > 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak 
Jika probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. 
 
3.8.3.2 Uji Simultan (F-test) 
Uji signifikansi simultan atau uji f bertujuan untuk mengetahui pengaruh 






Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah: 
1. Dengan membadingkan nilai F hitung dengan F tabel 
Apabila F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 
Apabila F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima 
2. Menentukan tingkat signifikan 
Apabila nilai probabilitas signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan H1 
ditolak. 
Apabila nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 
diterima. 
 
3.8.3.3 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi 
dirumuskan : 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
4.1 Deskripsi Data dan Responden 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Makassar 
Utara pada periode 2010-2012. KPP Pratama Makassar Utara membawahi enam 
kecamatan yang ada di Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan 
Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, dan 
Kecamatan Bontoala. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara 
yaitu data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan WP OP yang 
menyampaikan SPT periode 2010 - 2012. 
Visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:  
1. Visi: Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem 
administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya 
masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 
2. Misi: Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-
undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan 
anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi 
perpajakan yang efektif dan efisien. 
       Deskripsi responden dalam penelitian dapat dilihat dari demografi responden 
yang meliputi usia, umur, tingkat pendidikan, lama menjadi wajib pajak, dan jenis 
kelamin. Berikut adalah tabel 4.1 yang menunjukkan deskripsi responden wajib 







DESKRIPSI KARAKTERISTIK RESPONDEN WP OP  
Sumber: data primer, diolah 
Berdasarkan Tabel 4.1. maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 
berjenis kelamin laki-laki (44%), sisanya 31% berjenis kelamin perempuan. 
Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia antara 41hingga 50 
tahun (23%). Sementara itu sebanyak 21% responden berusia diatas 50 tahun, 
17% antara 31 hingga 40 tahun, dan sisanya yaitu 14% berusia antara 20 hingga 
30 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui bahwa sebagian 
besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 (26%), 20% 
berpendididikan SMU, 14% berpendidikan D3, 11% berpendidikan SMP, 3% 
berpendidikan S2, 1% berpendidikan S3. Dilihat dari lama menjadi wajib 
pajak,sebanyak 23% responden telah menjadi wajib pajakantara 6 hingga 10 
tahun, 19% telah menjadi wajib pajak antara 1 hingga 5 tahun, 16% responden 
telah menjadi wajib pajak antara 11 hingga 15 tahun, 10% responden telah 
Data Responden 
Keterangan Jumlah Persentase 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 44  59% 
Perempuan 31  41% 
Usia 
Antara 20-30 thn 14  19% 
Antara 31-40 thn 17  22% 
Antara 41-50 thn 23  30% 




SD 0 0 
SMP 11  14% 
SMU 20  26% 
D3 14  18% 
S1 26  34% 
S2 3  4% 
S3 1  1% 
Lama Menjadi 
Wajib Pajak 
1-5 tahun 19  25% 
6-10 tahun 23  30% 
11-15 tahun 16  21% 
15 – 20 tahun 10  13% 





menjadi wajib pajak antara 15 hingga 20 tahun, dan sebanyak 6% responden 
telah menjadi wajib pajak diatas 20 tahun. 
 
4.2Uji Validitas 
Untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak adalah dengan 
mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total item 
adalah jumlah keseluruhan item. Dari hasil uji validitas item yang dilakukan 
dengan program statistik SPSS 20 didapat hasil korelasi untuk masing-masing 
item dengan skor total didapat corrected item total correlation untuk variabel-
variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini yang ditampilkan pada tabel 4.2 
hingga tabel 4.6 sebagai berikut 
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas variabel denda (X1) 
Item 
Pertanyaan 
rhitung rtabel Keterangan 
1 0,709 0,227 Valid 
2 0,800 0,227 Valid 
3 0,710 0,227 Valid 
4 0,661 0,227 Valid 
Sumber : Data primer diolah, 2013 
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas variabel kesadaran wajb pajak (X2) 
Item 
Pertanyaan 
rhitung rtabel Keterangan 
1 0,778   0,227 Valid 
2 0,727 0,227 Valid 
3 0,827 0,227 Valid 
4 0,748 0,227 Valid 







Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas variabel kualitas pelayanan fiskus (X3) 
Item 
Pertanyaan 
rhitung rtabel Keterangan 
1 0,791   0,227 Valid 
2 0,801 0,227 Valid 
3 0,653 0,227 Valid 
4 0,670 0,227 Valid 
Sumber : Data diolah, 2013 
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas variabel kondisi keuangan (X4) 
Item 
Pertanyaan 
rhitung rtabel Keterangan 
1 0,727   0,227 Valid 
2 0,622 0,227 Valid 
3 0,510 0,227 Valid 
4 0,632 0,227 Valid 
Sumber : Data primer diolah, 2013 
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas variabel kepatuhan pajak (Y) 
Item 
Pertanyaan 
rhitung rtabel Keterangan 
1 0,603   0,227 Valid 
2 0,603 0,227 Valid 
3 0,369 0,227 Valid 
4 0,402 0,227 Valid 
Sumber : Data primer diolah, 2013 
 
       Berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada tabel 4.2 hingga tabel 4.6 diatas 
menunjukkan hasil yang baik. Nilai korelasi untuk variabel dibandingkan dengan 
nilai r tabel pada n = 75 dan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hal ini, maka r 
tabel adalah 0,227. Berdasarkan hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa semua 





fiskus, dan kondisi keuangan valid, karena nilai rhitung >dari rtabel. Hal ini 
menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang terkait dengan pengukuran denda, 
kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan, dan 
kepatuhan pajak dapat digunakan dalam penelitan. 
 
4.3 Uji Reabilitas  
       Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 
pengukur dipercaya atau dapat diandalkan.Pengujian ini dilakukan dengan 
menghitung koefisien cronbach’s alpha dari masing – masing instrumen dalam 
suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai 
cronbach’s alpha lebih dari 0,60 dikemukakan oleh Ghozali (Aryobimo, 2012). 
Penentuan reabilitas suatu penelitian adalah: 
1. Jika cronbach’s alpha < 0,6 maka reabiliti dikatakan buruk 
2. Jika cronbach’s alpha 0,6 – 0,77 maka reabiliti dikatakan cukup 
3.  jika cronbach’s alpha > 0,8 maka reabiliti dikatakan baik 
       Berikut adalah hasil uji reliabilitas atas variabel-variabel penelitian yang 
diolah dengan menggunakan SPSS Statistics 20  : 
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas  variabel penelitian 
Variabel Cronbach's Alpha 
Denda 0,681 
Kesadaran Wajip Pajak 0,758 
Kualitas Pelayanan Fiskus 0,705 
Kondisi Keuangan 0,484 






       Berdasarkan hasil uji reabilitas yang dilakukan dengan menggunakan 
program SPSS 20, didapat bahwa hasil koefisien cronbach alpa untuk variabel 
denda, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan  kepatuhan pajak, hasil 
koefisien cronbach alpa lebih besar dari 0,60 yaitu antara 0,60-0,77. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat reabilitas data dapat diterima. Sedangkan untuk 
variabel kondisi keuangan lebih kecil dari 0,6. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
tingkat reabilitas data lemah.  
4.4 Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan 
analisis regresi berganda. Data yang digunakan untuk melakukan analisis 
statistik dalam penelitian ini adalah data wajib pajak orang pribadi dengan 
jumlah sampel sebanyak 75 orang. 
 
4.4.1 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat 
menentukan model analisis yang paling tepat digunakan uji asumsi klasik ini 
terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 
 
4.4.1.1 UjiNormalitas Residual 
Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu data terdistribusi 
secara normal atau tidak. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian 
kali ini adalah uji One Sample Kolmogorov Smirnov dan metode grafik P-P plot. 
Jika nilai signifikansi >0,05, maka data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai 




















Hasil Uji Metode Grafik P-P Plot 
 
 
Berdasarkan hasil SPSS diatas, pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa 
nilai signifikansi (Asymp.sig.2-tailed) sebesar 0,782. Karena signifikansi 
lebih dari 0.05, maka residual terdistribusi normal. Sedangkan untuk 








Std. Deviation 2,12717464 




Kolmogorov-Smirnov Z ,656 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,782 
a. Test distribution is Normal. 





gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan 
mengikuti garis diagonal, maka residual pada model regresi tersebut 
terdistribusi normal. 
 
4.4.1.2   Uji Heteroskedastisitas 
Heterokedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai 
variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala 
heterokedastisitas akan menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi 
minimum dan confidence interval melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik 
tidak valid lagi. Berikut adalah hasil pengolahan data dalam pengujian 
heterokedastisitas dengan menggunakan metode Spearman’s Rho beserta 
grafiknya : 
       Tabel 4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan metode spearman’s Rho  
Variabel Nilai signifikansi 
Denda 0,820 
Kesadaran Wajip Pajak 0,780 
Kualitas Pelayanan Fiskus 0,920 
Kondisi Keuangan 0,642 
Sumber: data primer diolah,2013 













Berdasarkan data dalam Tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa nilai 
signifikansi variabel denda, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, 
dan kondisi keuangan lebih besar dari 0,05. Selain itu, grafik pada gambar 4.2 
juga menampilkan pola penyebaran data yang tidak jelas diatas dan dibawah 
angka 0 pada sumbu Y. Dari kedua data ini, dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi heterokedastisitas pada keempat variabel. 
 
4.4.1.3 Uji Multikolinieritas 
       Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi 
antara variabel – variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika 
ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan 
antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi tergangu. Metode 
yang dapat dilakukan untuk menguji adanya multikolinieritas ini dapat dilihat 
pada tolerance value atau Variance Inflation Factors (VIF). Batas tolerancevalue 
adalah 0,10 dan Variance Inflation Factors (VIF) adalah 10 (Hair et al.,1998 
dalam Jatmiko, 2006). 







Sumber: data primer diolah,2013 
 
       Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk keempat 
variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF berada di bawah 10. Melalui data ini, dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau korelasi antar variabel 
independen 
Variabel Tolerance VIF 
Denda 0,988 1,012 
Kesadaran Wajip Pajak 0,957 1,045 
Kualitas Pelayanan Fiskus 0,969 1,032 





4.5 Analisis Regresi Linear Berganda 
Pada tabel berikut dapat dilihat hasil analisis regresi linear berganda yang 
dilakukan melalui program SPSS 20 untuk setiap variabel yang telah meliputi 
koefisien regresi, korelasi, determinasi, serta signifikansi pasial dan simultan 
yang digunakan untuk pengujian hipotesis. 
Tabel 4.11 





Berdasarkan tabel 4.11 diatas, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai 
berikut: 
Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e 
  Y= 0,563 + -,143 + 0,317 + 0,308 + 0,401 + e 
Persamaan regresi linear berganda diatas dan  dapat dijelaskan secara 
rinci  
1. Konstanta sebesar 0,563 memiliki arti bahwa jika variabel denda, 
kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus ,dan kondisi 
keuangan nilai 0, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,563. 
2. Koefisien regresi variabel denda sebesar -,143 artinya jika denda 
mengalami peningkatan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak 
akan mengalami penurunan sebesar -,143 dengan asumsi variabel 
independen lainnya bernilai tetap. 
Variabel Koefisien regresi Nilai t signifikansi 
Constanta ,563 ,140 ,889 
Denda -,143 -1,030 ,307 
Kesadaran pajak ,317 2,120 ,038 
Pelayanan fiskus ,308 1,998 ,050 
Kondisi keuangan ,401 2,466 ,016 
Nilai F=  4,920 Nilai R
2





3. Koefisien regresi variabel kesadaran wajip pajak sebesar 0,317 
artinya jika kesadaran pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka 
kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,317 
dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 
4. Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,308 
artinya jika pelayanan fiskus mengalami kenaikan satu satuan, maka 
kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,308 
dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 
5. Koefisien regresi variabel kondisi keuangan sebesar 0,401 artinya jika  
kondisi keuangan mengalami kenaikan satu satuan, maka kepatuhan 
wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,401 dengan 
asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 
 
4.6 Pengujian Hipotesis 
4.6.1 Uji Parsial (test-t) 
Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara 
individu  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Jika t hitung > 
dari t tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya Jika t hitung<dari t tabel 
maka Ho diterima dan H1 ditolak. Dalam penelitian kali ini, ttabel di peroleh pada α= 
5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan n-k-1 atau 75-4-1=70. 









4.6.1.1 Pembahasan Hipotesis 1 (Denda) 
      Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.11 diatas, Untuk 
variabel denda (X1), diketahui bahwa nilai thitung adalah sebesar -1,030. Nilai ini 
menunjukkan bahwa thitung < ttabel sehingga Hoditerima, yang artinya denda secara 
parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai thitung yang 
negatif artinya pengaruh yang terjadi adalah negatif, atau dapat diartikan 
semakin rendah sanksi denda, maka semakin menurunkan kepatuhan wajib 
pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 1 yang menyatakan bahwa 
pelaksanaan  denda berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak, tidak 
terbukti. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 
Makassar utara seolah tidak takut lagi  terhadap denda yang dikenakan bila 
terlambat atau tidak memasukkan surat pemberitahuan ke Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP), sehingga wajib pajak seolah-olah menganggap remeh dengan 
denda yang kecil. Oleh karena itu, sanksi denda sebaiknya dinaikkan jumlahnya 
sehingga wajib pajak yang lalai membayar pajak merasa jera dengan denda 
yang dikenakan sehingga wajib pajak memilih untuk membayar pajak tepat pada 
waktunya. Berikut ini akan dijelaskan hasil uji statistik deskriptif untuk variabel 
denda (x1) 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Descriptive Statistics Variabel Denda (X1) 
 
  Sumber: data primer, diolah 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
x1_1 75 2,00 5,00 3,9067 ,71986 
x1_2 75 3,00 5,00 3,9867 ,60389 
x1_3 75 3,00 5,00 4,0267 ,56886 










       Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 
responden menjawab tidak pasti  dan setuju untuk pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan berkaitan dengan variabel bebas sikap WP terhadap sanksi denda. Hal 
ini dapat terjadi karena responden ragu-ragu untuk memberikan jawaban yang 
tegas mengenai penerapan sanksi denda. Meskipun demikian sikap WP 
terhadap sanksi denda ini masih dapat ditingkatkan agar tingkat kepatuhan WP 
makin tinggi lagi. 
Pertanyaan pertama dalam variabel denda ini adalah “Anda merasa bahwa 
sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak/menyampaikan surat 
pemberitahuan harus dikenakan denda. Rata-rata jawaban responden atas 
pertanyaan ini adalah sebesar 3,906  yang artinya bahwa secara umum 
responden menjawab tidak pasti untuk pertanyaan ini, meskipun demikian angka 
ini juga menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai 
minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya 
terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal 
jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat 
responden yang menjawab sangat setuju. 
       Pertanyaan kedua yaitu “sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus 
sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan”. Rata-rata jawaban 
responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,9 yang artinya bahwa secara 
umum responden menjawab tidak pasti untuk pertanyaan ini, meskipun demikian 
angka ini juga menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai 
minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3 yang artinya 





jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat 
responden yang menjawab sangat setuju. 
       Pertanyaan ketiga yaitu “ penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku”. Rata-rata jawaban responden atas 
pertanyaan ini adalah sebesar 4,02 yang artinya bahwa secara umum responden 
menjawab setuju untuk pertanyaan ini. Nilai minimal untuk jawaban responden 
atas pertanyaan ini adalah 3 yang artinya terdapat responden yang menjawab 
tidak pasti, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini 
adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju. 
 Pertanyaan keempat yaitu “ dengan adanya sansksi denda sebesar Rp. 
100,000 untuk WP OP merupakan hukuman yang memberatkan anda”. Rata-rata 
jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,02 yang artinya bahwa 
secara umum responden menjawab setuju untuk pertanyaan ini. Nilai minimal 
untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3 yang artinya terdapat 
responden yang menjawab tidak pasti, sementara itu nilai maksimal jawaban 
responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang 
menjawab sangat setuju. 
 
4.6.1.2 Pembahasan Hipotesis 2 (Kesadaran Wajib Pajak) 
Untuk variabel kesadaran wajib pajak (X2), diketahui bahwa nilai thitung adalah 
sebesar 2,120. Nilai ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel  yaitu 2.120>1,994 
sehingga Hoditolak, yang artinya kesadaran pajak secara parsial berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai thitung yang positif artinya pengaruh 
yang terjadi adalah positif, atau dapat diartikan semakin tinggi kesadaran wajib 
pajak, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut 





berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, terbukti. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan hasil penelitian  Jatmiko (2006) dan Dewinta (2012) yang juga 
menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak.  Berikut ini akan dijelaskan hasil uji statistik deskriptif 
untuk variabel kesadaran wajip pajak (x2). 
 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Statistik Deskriftif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
x2_1 75 3,00 5,00 4,2533 ,46770 
x2_2 75 3,00 5,00 4,1867 ,60835 
x2_3 75 3,00 5,00 4,2800 ,53423 




    
 
          Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat diketahui bahwa responden 
cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang 
berkaitan dengan variabel kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 
sebagian responden memiliki kesadaran pajak yang baik atau setuju untuk patuh 
membayar pajak.  
       Untuk variabel kesadaran perpajakan, ada empat indikator yang dijadikan 
pertanyaan yaitu: pertanyaan pertama adalah” pajak adalah iuran rakyat untuk 
dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah. Rata-rata 
jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,25 yang artinya bahwa 
secara umum responden menjawab setuju untuk pertanyaan ini. Nilai minimal 
untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3 yang artinya terdapat 





responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang 
menjawab sangat setuju. 
 Pertanyaan kedua adalah “ kesadaran wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain”. Rata-rata jawaban 
responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,18 yang artinya bahwa secara 
umum responden menjawab setujui untuk pertanyaan ini. Nilai minimal untuk 
jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3 yang artinya terdapat 
responden yang menjawab tidak pasti, sementara itu nilai maksimal jawaban 
responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang 
menjawab sangat setuju. Pertanyaan ketiga adalah “ kesadaran wajib pajak 
bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan saranan publik”. Rata-
rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,28 yang artinya 
bahwa secara umum responden menjawab setuju untuk pertanyaan ini. Nilai 
minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3 yang artinya 
terdapat responden yang menjawab tidak pasti, sementara itu nilai maksimal 
jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat 
responden yang menjawab sangat setuju. Pertanyaan keempat adalah 
“kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi 
dalam penyelenggaraan negara”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan 
ini adalah sebesar 4,29 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab 
setuju untuk pertanyaan ini. Nilai minimal untuk jawaban responden atas 
pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak 
setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini 







4.6.1.3 Pembahasan Hipotesis 3 (Kualitas Pelayanan Fiskus) 
Untuk variabel kualitas pelayanan fiskus (X3), diketahui bahwa nilai thitung adalah 
sebesar 1,998. Nilai ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 1,998>1,994 
sehingga Hoditolak, yang artinya kualitas pelayanan fiskus secara parsial 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai thitung yang positif artinya 
pengaruh yang terjadi adalah positif, atau dapat diartikan semakin baik kualitas 
pelayanan fiskus, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa hipoteisis 3 yang menyatakan 
bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 
terbukti.Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian  Jatmiko (2006) 
,Santi (2012), Aryobimo (2012) dan Arum (2012) yang juga menemukan bahwa 
kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh 
sebab itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.   
Berikut ini akan dijelaskan hasil uji statistik deskriptif untuk variabel  kualitas 
pelayanan fiskus (x3) 
Tabel 4.14 
Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel kualitas pelayanan fiskus 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
x3_1 75 2,00 5,00 3,4933 ,60120 
x3_2 75 2,00 5,00 3,4267 ,57359 
x3_3 75 2,00 5,00 3,6000 ,59275 




    
 
Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat diketahui bahwa responden cenderung 
menjawab tidak pasti untuk item-item pertanyaan yang berkaitan dengan 





memberikan jawaban yang tegas mengenai pelayanan fiskus. Meskipun 
demikian pelayanan fiskus harus tetap ditingkatkan agar kepatuhan wajib pajak 
dapat meningkat lagi. 
       Variabel pelayanan fiskus dibentuk dari empat pertanyaan. Pertanyaan 
pertama adalah” fiskus telah memberikan pelayanan dengan cepat dan 
memuaskan”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 
3,49 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab tidak pasti untuk 
pertanyaan ini, meskipun demikian angka ini juga menunjukkan bahwa 
responden cenderung menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden 
atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab 
tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini 
adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju. 
Pertanyaa kedua “fiskus tanggap dan sangat membantu bila saya dalam 
kesulitan”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 
3,42 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab tidak pasti untuk 
pertanyaan ini, meskipun demikian angka ini juga menunjukkan bahwa 
responden cenderung menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden 
atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab 
tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini 
adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju. 
       Pertanyaan ketiga adalah” anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan 
oleh fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban 
anda selaku wajib pajak”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini 
adalah sebesar 3,60 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab 
tidak pasti untuk pertanyaan ini, meskipun demikian angka ini juga menunjukkan 





responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang 
menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas 
pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat 
setuju. Pertanyaan keempat adalah” fiskus senantiasa memperhatikan keberatan 
wajib pajak atas pajak yang dikenakan”. Rata-rata jawaban responden atas 
pertanyaan ini adalah sebesar 3,48 yang artinya bahwa secara umum responden 
menjawab tidak pasti untuk pertanyaan ini, meskipun demikian angka ini juga 
menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai minimal untuk 
jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3 yang artinya terdapat 
responden yang menjawab tidak pasti, sementara itu nilai maksimal jawaban 
responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang 
menjawab sangat setuju. 
 
4.6.1.4 Pembahasan hipotesis 4 (kondisi keuangan) 
Untuk variabel kondisi keuangan (X4), diketahui bahwa nilai thitung adalah sebesar 
2,466. Nilai ini menunjukkan bahwa thitung > ttabelyaitu 2,466 > 1,994 sehingga H-
oditolak, yang artinya kondisi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Nilai thitung yang positif artinya pengaruh yang terjadi 
adalah positif, atau dapat diartikan semakin baik kondisi keuangan wajib pajak, 
maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut 
menunjukkan bahwa hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kondisi keuangan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan hasil penelitian Aryobimo (2012) bahwa kondisi keuangan 
wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 








Hasil uji statistik deskriptif variabel kondisi keuangan (x4) 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
x4_1 75 2,00 5,00 3,8533 ,76571 
x4_2 75 3,00 5,00 3,6267 ,61012 
x4_3 75 3,00 5,00 3,8533 ,56217 




    
 
Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dapat diketahui bahwa responden cenderung 
menjawab tidak pasti untuk item-item pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi 
keuangan. Hal tersebut terjadi karena responden ragu-ragu untuk memberikan 
jawaban yang tegas mengenai kondisi keuangan mereka. Meskipun demikian 
kondisi keuangan harus tetap dikontrol dengan baik agar kepatuhan wajib pajak 
dapat meningkat lagi. 
Untuk variabel ini,  ada empat indikator yang digunakan yaitu pertanyaan 
pertama “besarnya jumlah pajak yang anda bayar tergantung dari pendapatan 
anda”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,85 
yang artinya bahwa secara umum responden menjawab tidak pasti untuk 
pertanyaan ini, meskipun demikian angka ini juga menunjukkan bahwa 
responden cenderung menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden 
atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab 
tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini 
adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju. 
 Pertanyaan kedua adalah “ arus kas keuangan anda tahun pajak terakhir 
memuaskan”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 





pertanyaan ini, meskipun demikian angka ini juga menunjukkan bahwa 
responden cenderung menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden 
atas pertanyaan ini adalah 3 yang artinya terdapat responden yang menjawab 
tidak pasti, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini 
adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju. 
Pertanyaan ketiga adalah “ anda selalu membayar pajak tepat pada waktunya 
meskipun kondisi keuangan anda sedang buruk”. Rata-rata jawaban responden 
atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,85 yang artinya bahwa secara umum 
responden menjawab tidak pasti untuk pertanyaan ini, meskipun demikian angka 
ini juga menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai 
minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3 yang artinya 
terdapat responden yang menjawab tidak pasti, sementara itu nilai maksimal 
jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat 
responden yang menjawab sangat setuju. 
 Pertanyaan keempat adalah” baik buruknya kondisi keuangan anda tidak 
menjadi penghalang untuk taat membayar pajak”. Rata-rata jawaban responden 
atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,66 yang artinya bahwa secara umum 
responden menjawab tidak pasti untuk pertanyaan ini, meskipun demikian angka 
ini juga menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai 
minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3 yang artinya 
terdapat responden yang menjawab tidak pasti, sementara itu nilai maksimal 
jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat 








4.6.2 Uji Simultan (Test-F) 
 Uji signifikansi simultan atau uji f bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
variabel- variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Apabila F 
hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sebaliknya Apabila F hitung > 
F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dalam penelitian ini, Ftabel (F0.025,70) 
adalah sebesar 2,503 sedangkan Fhitung berdasarkan Tabel 4.11 adalah sebesar 
4,920 yang menunjukkan bahwa Fhitung> Ftabel sehingga Ho ditolak. Hal ini berarti 
denda (X1), kesadaran pajak (X2), kualitas pelayanan fiskus (x3) dan kondisi 
keuangan (x4) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi(Y). 
 
4.6.3 Uji Determinasi  
 Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 
besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 
variabel independen. Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui bahwa koefisien 
Determinasi (R2) adalah sebesar 0,219 atau 21,9%. Hal ini menunjukkan bahwa 
persentase besarnya pengaruh denda, kesadaran wajib pajak, kualitas 
pelayanan fiskus, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 
sebesar 21,9%. Dengan demikian, variabel independent, yang digunakan dalam 
penelitian ini memiliki peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
4.7 Variabel yang Paling Dominan terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Untuk mengetahui manakah variabel independent yang paling dominan 





atau koefisien regresi yang terstandardisasi yang paling besar. Pada hasil uji 
regeresi linear berganda pada tabel 4.11 diatas dapat dilihat variabel yang 
paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keuangan yang 
ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi terbesar yaitu 0,401. Sedangkan 
variabel denda yaitu -,143, kesadaran wajib pajak sebesar 0,317, dan 





















Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh 
denda, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi 
keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 
Makassar Utara, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sanksi 
Denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin kecil sanksi denda maka makin menurunkan 
kepatuhan wajib pajak.Kesadaran perpajakan secara parsial memiliki 
pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan 
bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan maka 
makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.Kualitas pelayanan fiskus secara 
parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap pelayanan fiskus maka 
makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan secara parsial 
memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin baik kondisi keuangan wajib pajak maka 
makin baik pula kepatuhan wajib pajak.Secara simultan (uji F) menunjukkan 
bahwa denda, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi 
keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan 









Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti mengajukan saran yaitu 
sebagai berikut: 
1. Sanksi denda harus ditingkatkan dan disosialisasikan dengan baik 
kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal 
yang berkaitan dengan pelaksanaan denda serta penyebab-
penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap wajib pajak.  
2. Fiskus harus bertindak profesional, cepat, ramah, aktif untuk 
melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat 
Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan wajib pajak 
agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus bagi wajib pajak.  
3. Kesadaran perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara 
mensosialisasikan akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi 
ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta 
media lainnya. Bila perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak 
mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat 
agar memiliki kesadaran perpajakan. 
4. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama 
dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam 
penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien 
determinasi dalam penelitian ini  masih dapat ditingkatkan dengan 






5.3 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan  
mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut meliputi, data 
sekunder yang peneliti gunakan hanya berupa tingkat kepatuhan wajib pajak 
yang menyampaikan SPT tahunan saja,  yang seharusnya memasukkan juga 
SPT Masa. Wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dalam penelitian ini 
tidak memisahkan antara yang membayar pajak tepat waktu dan yang terlambat 
membayar pajak. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya yang memiliki 
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Lampiran 1. KUESIONER PENELITIAN 
 
Lampiran     : Kuesioner Penelitian 
Perihal         : Permohonan bantuan pengisian kuesioner penelitian 
 
Kepada Yth 
Bapak/Ibu   :  Wajib Pajak Orang Pribadi  





Sehubungan dengan tugas akhir studi program S-1 di Universitas Hasanuddin 
Makassar (UNHAS), peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul Pengaruh 
Denda, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kondisi Keuangan  
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Utara, maka peneliti memerlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut. 
Identitas Peneliti : 
Nama   :  NURMIATI 
NIM :  A31109007 
Program studi/Fakultas   : Akuntansi/Ekonomi 
Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini sedikit banyak akan 
mengganggu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala 
kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk 
mengisi kuesioner ini. 
Partisipasi Bapak/Ibu sangat penting bagi kesuksesan studi ini, kerahasiaan jawaban 
Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk 
kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. 
Demikian surat ini peneliti sampaikan beserta kuesionernya. Atas perhatian serta 













A. IDENTITAS RESPONDEN 
 
1. Nomor responden :……………(diisi oleh peneliti) 
2. Umur   :   
a. Antara 20-30 tahun 
b. Antara 31-40 tahun 
c. Antara 41-50 tahun 
d. diatas 50 tahun 
3. Jenis kelamin  : Laki-Laki/Perempuan*) 
4. Pendidikan Terakhir: 
 
a. SD sederajat  e.  S1 
b. SMP sederajat  f.   S2  
c. SMU sederajat  g.   S3 
d. D3 sederajat 
 
5.  Lama menjadi Wajib Pajak: 
 
a. 1 – 5 tahun 
b.  6 – 10 tahun 
c. 11 – 15 tahun 
d. 15- 20 tahun 
e. diatas 20 tahun 
 
*) coret yang tidak perlu 
B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  
 Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh denda, 
kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan 




1. STS = Sangat Tidak Setuju 
2. TS = Tidak Setuju 
3. N = Netral 
4. S = Setuju 






Variabel X1.  Denda 
NO PERTANYAAN 
PILIHAN JAWABAN 
1 2 3 4 5 
ST
S 
TS N S SS 
1  Anda merasa bahwa sudah sepantasnya 
Keterlambatan  menyampaikan surat pemberitahuan  
( SPT) harus dikenakan denda 
     
2 Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai 
dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah 
dilakukan. 
 
     
3 Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku 
     
4 Dengan adanya sansksi denda sebesar Rp. 100,000 
untuk WP OP merupakan hukuman yang memberatkan 
anda 
     
 
Variabel X2. Kesadaran Wajib Pajak 
NO PERTANYAAN 
PILIHAN JAWABAN 
1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1 Pajak adalah iuran rakyat untuk dana 
pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan 
tugas pemerintah 
     
2 Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh 
orang lain. 
     
3 Kesadaran wajib pajak bahwa pajak digunakan 
untuk membiayai pembangunan sarana publik. 
     
4 Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan 
kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan Negara 










Variabel X3. Pelayanan Fiskus (petugas pajak) 
NO PERTANYAAN 
PILIHAN JAWABAN 
1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1  Fiskus telah  memberikan pelayanan dengan 
cepat dan memuaskan. 
     
2 Fiskus tanggap dan sangat membantu bila saya 
dalam kesulitan. 
     
3 Anda merasa bahwa penyuluhan yang 
dilakukan oleh Fiskusdapat membantu 
pemahaman anda mengenai hak dan 
kewajiban anda selaku WP 
     
4 Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan 
WP atas pajak yang dikenakan 
     
 
Variabel Y. Kepatuhan wajib pajak 
NO PERTANYAAN 
PILIHAN JAWABAN 
1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1 Secara umum dapat dikatakan bahwa anda 
paham dan berusaha memahami UU 
Perpajakan 
     
2 Anda selalu mengisi formulir pajak dengan 
Benar 
     
3 Anda selalu menghitung pajak dengan jumlah 
yang benar 
     
4 Anda selalu membayar pajak tepat pada 
 waktunya. 








REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENELITIAN 
  DENDA Kesadaran perpajakan kualitas pelayanan fiskus kondisi keuangan kepatuhan pajak 
NO X1,1 X1,2 X1,3 X1,4 X1 x2,1 x2,2 x2,3 x2,4 x2 x3,1 x3,2 x3,3 x3,4 x3 x4,1 x4,2 x4,3 x4,4 x4 y,1 y,2 y,3 y,4 Y 
1 4 5 4 5 18 4 4 4 5 17 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
3 4 4 4 5 17 4 4 5 4 17 4 4 4 3 15 3 4 5 4 16 4 4 4 4 16 
4 4 3 5 5 17 4 5 4 5 18 4 3 4 4 15 3 3 4 4 14 4 4 3 4 15 
5 5 4 5 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 
6 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
7 3 3 3 3 12 4 5 5 5 19 5 4 5 4 18 4 3 3 4 14 4 4 3 4 15 
8 3 4 4 5 16 4 4 4 2 14 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 
9 4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 4 3 15 
10 4 4 3 5 16 5 4 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 
11 3 3 4 4 14 4 4 4 5 17 4 3 4 3 14 5 4 4 5 18 4 3 3 3 13 
12 5 5 4 4 18 4 4 4 5 17 3 4 4 3 14 5 4 4 4 17 4 3 4 4 15 
13 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
14 4 4 4 3 15 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 5 5 4 5 19 4 4 4 4 16 
15 3 4 3 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 4 4 5 18 4 4 4 5 17 
16 3 3 3 3 12 4 4 5 4 17 3 3 3 3 12 4 5 5 3 17 3 3 3 4 13 
17 3 3 3 3 12 5 5 5 5 20 3 4 4 4 15 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 
18 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 3 3 3 3 12 3 3 4 4 14 5 4 5 4 18 
19 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16 4 3 3 3 13 
20 4 3 4 4 15 4 5 5 5 19 3 3 3 3 12 4 4 3 3 14 4 4 3 4 15 
21 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13 
22 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 3 3 14 5 5 4 4 18 4 4 4 5 17 





24 5 4 4 3 16 4 5 5 4 18 5 5 3 4 17 5 5 3 5 18 5 5 1 5 16 
25 5 5 4 3 17 5 4 5 5 19 3 3 4 4 14 5 4 4 3 16 3 3 4 4 14 
26 4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 3 3 4 4 14 5 3 4 4 16 4 3 3 3 13 
27 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 4 4 4 3 15 
28 5 4 3 4 16 5 5 5 5 20 4 3 3 4 14 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 
29 4 4 4 3 15 4 5 4 4 17 4 3 4 3 14 4 4 4 5 17 5 4 4 5 18 
30 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 4 3 3 4 14 5 3 5 4 17 4 4 4 4 16 
31 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 5 5 5 4 19 
32 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 5 4 3 4 16 3 4 3 4 14 4 4 4 4 16 
33 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 5 5 3 5 18 
34 5 4 4 4 17 5 5 4 4 18 4 5 5 4 18 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 
35 4 5 5 3 17 5 3 4 5 17 3 3 3 3 12 3 4 4 3 14 4 4 3 5 16 
36 3 3 4 3 13 4 4 4 5 17 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 4 3 3 4 14 
37 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 
38 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 3 3 4 3 13 3 3 4 4 14 
39 3 4 4 3 14 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 3 4 5 3 15 4 3 4 4 15 
40 2 4 4 4 14 4 3 4 4 15 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 4 3 4 5 16 
41 4 4 3 5 16 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 3 4 4 15 3 4 4 4 15 
42 4 3 3 4 14 4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 3 3 5 3 14 4 4 3 4 15 
43 3 3 3 3 12 4 3 4 4 15 3 3 3 3 12 3 4 4 3 14 3 3 4 4 14 
44 3 4 4 3 14 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 2 4 4 4 14 4 4 3 5 16 
45 4 3 3 3 13 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 3 4 4 4 15 4 3 3 4 14 
46 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 3 2 3 3 11 4 3 3 4 14 2 2 2 3 9 
47 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 3 3 3 3 12 4 3 4 4 15 2 3 2 3 10 
48 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 3 2 3 11 4 3 3 4 14 2 2 3 2 9 
49 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 
50 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 5 3 4 4 16 5 3 3 5 16 
51 3 4 4 4 15 4 3 4 4 15 4 4 3 3 14 3 3 4 4 14 4 3 3 4 14 





53 3 3 4 4 14 5 5 4 4 18 3 3 4 4 14 4 4 3 3 14 4 3 3 4 14 
54 2 4 5 5 16 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 5 4 4 4 17 
55 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 4 3 14 
56 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 4 3 4 4 15 4 4 4 4 12 
57 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 5 3 4 4 16 3 4 4 4 12 
58 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 3 3 4 3 10 
59 5 5 5 5 20 4 4 4 3 15 3 3 4 3 13 4 4 3 3 14 5 3 3 5 11 
60 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 3 4 4 11 
61 3 4 4 4 15 4 5 5 4 18 3 3 4 3 13 5 3 4 4 16 4 4 4 4 12 
62 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 5 4 5 4 18 4 3 3 4 10 
63 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 3 3 13 4 3 4 4 11 
64 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 4 4 12 
65 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 3 4 3 12 4 3 3 3 13 4 4 4 3 11 
66 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 3 3 4 4 14 3 4 3 4 14 4 4 3 4 11 
67 3 3 5 5 16 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16 5 4 4 3 16 5 5 4 4 13 
68 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 3 3 5 15 4 4 4 3 15 4 4 4 4 12 
69 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 3 3 3 4 10 
70 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 4 4 3 3 14 3 3 4 4 14 4 4 4 4 12 
71 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 4 10 
72 5 4 4 4 17 5 5 5 5 20 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 3 3 3 5 11 
73 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 4 3 3 4 14 3 4 4 3 14 4 4 4 5 13 
74 5 5 4 4 18 5 5 4 4 18 4 4 4 3 15 4 3 4 3 14 3 3 4 4 11 






Lampiran 2:  
Rencana dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara 
tahun 2010-2012 
Tahun 2010 
No. Jenis Pajak Renpen 2010 Realisasi 2010 Pencapaian 
A. Pajak Penghasilan 293.678.840.674 278.767.792.836 94,92% 
B. PPN dan PPnBM 292.983.093.981 369.058.706.494 125,97% 
C. Pendapatan atas PL dan PIB 51.938.830 8.982.576 17,29% 
D. JUMLAH (A+B+C) 586.713.873.485 647.835.481.906 110,42% 
E. PBB 21.528.943.943 12.410.373.837 57,65% 
F. JUMLAH TOTAL 608.242.817.428 660.245.855.743 108,55% 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara 
Tahun 2011 
No. Jenis Pajak Renpen 2011 Realisasi 2011 Pencapaian 
A. Pajak Penghasilan 334.475.057.798 351.758.235.207 105% 
B. PPN dan PPnBM 497.196.549.647 461.781.726.379 93% 
C. Pendapatan atas PL dan PIB 14.241.059.678 35.555.401 0% 
D. JUMLAH (A+B+C) 845.912.667.123 813.575.516.987 96% 
E. PBB 18.220.985.978 25.560.045.082 140% 
F. JUMLAH TOTAL 864.133.653.101 839.135.562.069 97% 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara 
Tahun 2012 
No. Jenis Pajak Renpen 2012 Realisasi 2012 Pencapaian 
A. Pajak Penghasilan 289.123.699.292 265.427.672.516 92% 
B. PPN dan PPnBM 323.608.669.896 263.487.847.889 81% 
C. Pendapatan atas PL dan PIB 58.812.768 223.275.750 380% 
D. JUMLAH (A+B+C) 612.791.181.956 523.138.796.155 86% 
E. PBB 26.327.347.500 31.682.163.325 120% 
F. JUMLAH TOTAL 639.118.529.456 560.820.959.480 88% 








Jumlah penduduk dan wajib pajak di KPP Pratama Makassar utara 
 
 
Luas Wilayah dan Jumlah Wajib Pajak per Kecamatan di KPPPratama Makassar 
Utaratahun 2011  
NO  Wilayah  Luas Wil. 
(Ha)  
Jumlah WP  
1 Kecamatan Biringkanaya 3.007 21.047 
2 Kecamatan Tamanlanrea  2.873 12.302 
3 Kecamatan Tallo  694 14.125 
4 Kecamatan Ujung Tanah  84 4.402 
5 Kecamatan Wajo  206 26.699 
6. Kecamatan Bontoala  108 10.690 
  JUMLAH 6.972 89.265 
Sumber: Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara 
 
 
Jumlah Wajib Pajak tahun 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassarutara  
URAIAN BIRINGKANAYA BONTOALA TALLO TAMALANREA UJUNG 
TANAH 
WAJO JUMLAH 
WP BADAN 1.887 1.405 1.258 1.728 347 2.077 8.702 
WP OP 18.917 9.173 12.729 10.209 3.974 24.474 79.476 
BENDAHARAWAN 244 112 138 365 81 147 1.087 
TOTAL 21.048 10.690 14.125 12.302 4.402 26.698 89.265 
Sumber: Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara 
 
Persentase Wajib Pajak per Kecamatan tahun 2011 di wilayah kerja KPP Pratama 
Makassar utara  
URAIAN BIRINGKANAYA BONTOALA TALLO TAMALANREA UJUNG 
TANAH 
WAJO JUMLAH 
WP BADAN 2,11% 1,57% 1,41% 1,94% 0,39% 2,33% 9,75% 
WP OP 21,19% 10,28% 14,26% 11,44% 4,45% 27,42% 89,03% 
BENDAHARAWAN 0,27% 0,13% 0,15% 0,41% 0,09% 0,16% 1,22% 
TOTAL 23,58% 11,98% 15,82% 13,78% 4,93% 29,91% 100% 









HASIL PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL MENGGUNAKAN SPSS.20 
hasil uji validitas variabel x2 ( kesadaran perpajakan) 
Correlations 
 x2_1 x2_2 x2_3 x2_4 skortotalx2 
x2_1 









Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 











Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,043 ,000 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 











Sig. (2-tailed) ,000 ,043 ,000  ,000 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 75 75 75 75 75 
HASIL UJI VALIDITAS X1(DENDA) Correlations 
 x1_1 x1_2 x1_3 x1_4 totalskorx1 
x1_1 







Sig. (2-tailed)  ,000 ,040 ,141 ,000 











Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,009 ,000 











Sig. (2-tailed) ,040 ,000  ,000 ,000 
N 75 75 75 75 75 
x1_4 







Sig. (2-tailed) ,141 ,009 ,000  ,000 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 75 75 75 75 75 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Hasil uji validitas x3( kualitas pelayanan fiskus) 
Correlations 
 x3_1 x3_2 x3_3 x3_4 skortotalx3 
x3_1 







Sig. (2-tailed)  ,000 ,058 ,000 ,000 











Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,010 ,000 
N 75 75 75 75 75 
x3_3 







Sig. (2-tailed) ,058 ,001  ,017 ,000 











Sig. (2-tailed) ,000 ,010 ,017  ,000 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 75 75 75 75 75 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Hasil uji validitas x4 (kondisi keuangan) 
Correlations 
 x4_1 x4_2 x4_3 x4_4 skortotalx4 
x4_1 







Sig. (2-tailed)  ,026 ,523 ,003 ,000 




 1 ,193 ,135 ,622
**
 
Sig. (2-tailed) ,026  ,097 ,247 ,000 
N 75 75 75 75 75 
x4_3 
Pearson Correlation ,075 ,193 1 ,133 ,510
**
 
Sig. (2-tailed) ,523 ,097  ,254 ,000 




 ,135 ,133 1 ,632
**
 
Sig. (2-tailed) ,003 ,247 ,254  ,000 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  





*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Hasil uji validitas Y ( kepatuhan wajib pajak) 
Correlations 
 y_1 y_2 y_3 y_4 skortotaly 
y_1 









Sig. (2-tailed)  ,000 ,050 ,000 ,000 











Sig. (2-tailed) ,000  ,007 ,002 ,000 






 1 ,006 ,369
**
 
Sig. (2-tailed) ,050 ,007  ,961 ,001 






 ,006 1 ,402
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,961  ,000 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000  
N 75 75 75 75 75 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
















 LAMPIRAN 5. 
HASIL UJI REABILITAS VARIABEL PENELITIAN 












 Mean Std. Deviation N 
x1_1 3,91 ,720 75 
x1_2 3,99 ,604 75 
x1_3 4,03 ,569 75 
x1_4 4,03 ,677 75 
 
X2 (kesadaran perpajakan) 
 
Case Processing Summary 






Valid 75 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 75 100,0 




Cronbach's Alpha N of Items 
,758 4 
Case Processing Summary 







 0 ,0 
Total 75 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 








 Mean Std. Deviation N 
x2_1 4,25 ,468 75 
x2_2 4,19 ,608 75 
x2_3 4,28 ,534 75 
x2_4 4,29 ,653 75 
 
 
X3 (kualitas pelayanan fiskus) 
 
Case Processing Summary 






Valid 75 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 75 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 




 Mean Std. Deviation N 
x3_1 3,49 ,601 75 
x3_2 3,43 ,574 75 
x3_3 3,60 ,593 75 



























 Mean Std. Deviation N 
x4_1 3,85 ,766 75 
x4_2 3,63 ,610 75 
x4_3 3,85 ,562 75 
x4_4 3,67 ,600 75 
 
Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK) 
 
Case Processing Summary 






Valid 75 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 75 100,0 








Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 75 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 75 100,0 







 Mean Std. Deviation N 
y_1 3,85 ,672 75 
y_2 3,60 ,637 75 
y_3 3,59 ,660 75 
y_4 3,97 ,615 75 
 
LAMPIRAN 6. 
HASIL UJI ANALISIS DATA 
















a. Dependent Variable: kepatuhan pajak 








 ,219 ,175 2,187 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 94,146 4 23,537 4,920 ,001
b
 
Residual 334,841 70 4,783   
Total 428,987 74    
a. Dependent Variable: kepatuhan pajak 










Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,563 4,019  ,140 ,889 
denda -,143 ,139 -,109 -1,030 ,307 
kesadaran pajak ,317 ,150 ,229 2,120 ,038 
pelayanan fiskus ,308 ,154 ,214 1,998 ,050 
kondisi keuangan ,401 ,163 ,267 2,466 ,016 
a. Dependent Variable: kepatuhan pajak 
 
 





















Std. Deviation 2,12717464 




Kolmogorov-Smirnov Z ,656 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,782 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 





















a. Dependent Variable: kepatuhan pajak 













Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 94,146 4 23,537 4,920 ,001
b
 
Residual 334,841 70 4,783   
Total 428,987 74    
a. Dependent Variable: kepatuhan pajak 




Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,219 ,175 2,187 
a. Predictors: (Constant), kondisi keuangan, denda, pelayanan fiskus, 
kesadaran pajak 









Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,563 4,019  ,140 ,889   
denda -,143 ,139 -,109 -1,030 ,307 ,988 1,012 
kesadaran pajak ,317 ,150 ,229 2,120 ,038 ,957 1,045 
pelayanan fiskus ,308 ,154 ,214 1,998 ,050 ,969 1,032 
kondisi keuangan ,401 ,163 ,267 2,466 ,016 ,952 1,050 





Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) denda kesadaran pajak pelayanan fiskus kondisi 
keuangan 
1 
1 4,964 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,013 19,906 ,00 ,61 ,00 ,40 ,03 
3 ,011 20,968 ,00 ,16 ,15 ,48 ,26 
4 ,009 23,922 ,00 ,02 ,61 ,00 ,53 
5 ,003 39,745 1,00 ,21 ,23 ,12 ,18 















Correlation Coefficient 1,000 ,159 ,120 ,104 -,027 
Sig. (2-tailed) . ,174 ,306 ,377 ,820 
N 75 75 75 75 75 
kesadaran pajak 
Correlation Coefficient ,159 1,000 ,134 ,206 -,033 
Sig. (2-tailed) ,174 . ,252 ,077 ,780 
N 75 75 75 75 75 
pelayanan fiskus 
Correlation Coefficient ,120 ,134 1,000 ,109 -,012 
Sig. (2-tailed) ,306 ,252 . ,353 ,920 
N 75 75 75 75 75 
kondisi keuangan 
Correlation Coefficient ,104 ,206 ,109 1,000 ,055 
Sig. (2-tailed) ,377 ,077 ,353 . ,642 
N 75 75 75 75 75 
Unstandardized Residual 
Correlation Coefficient -,027 -,033 -,012 ,055 1,000 
Sig. (2-tailed) ,820 ,780 ,920 ,642 . 




















 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
x2_1 75 3,00 5,00 4,2533 ,46770 
x2_2 75 3,00 5,00 4,1867 ,60835 
x2_3 75 3,00 5,00 4,2800 ,53423 
x2_4 75 2,00 5,00 4,2933 ,65292 
Valid N (listwise) 75     
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
x3_1 75 2,00 5,00 3,4933 ,60120 
x3_2 75 2,00 5,00 3,4267 ,57359 
x3_3 75 2,00 5,00 3,6000 ,59275 




    
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
x4_1 75 2,00 5,00 3,8533 ,76571 
x4_2 75 3,00 5,00 3,6267 ,61012 
x4_3 75 3,00 5,00 3,8533 ,56217 








 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
x1_1 75 2,00 5,00 3,9067 ,71986 
x1_2 75 3,00 5,00 3,9867 ,60389 
x1_3 75 3,00 5,00 4,0267 ,56886 




    
